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SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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Musi Rawas Utara Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengen-l-! dengan Paragraf
Penckanan Suatu Hal yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor
1 1 A/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 13 April 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai m:pahhlmkmbehﬂ dan
salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intermn
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang wh
langsung dan matcrial terhadap laporan keuangan. Namun, pcmenksaan yang dllliiul‘.m
BPK lidak dirancang khusus uniuk mcnyalakan pendapal alas clcklivilas sisicm
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap kﬂmnnr: p:rmnn perundang-undangan.
Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti iu.

ketentuan pcraluran perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan antara
lain sebagai berkut.

6. hmmpmwhﬂnMMH‘-_ m Lsinn ,' _
belum dibayar,

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merckomendasikan kepada
Bupati Musi Rawas Utara, antara lain agar:

6. Memerintahkan Sekretaris Dacrah sclaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

untuk menyusun rencana penyclesaian seluruh Kewajiban Jangka Pendek sesuai
kemampuan kevangan APBD.

K elemahan, ketidakpatuhan, dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam
laporan ini.

Palembang, 13 April 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANCAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
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Rusdiyanto, ML), Ak, CPA, CA, CGAP, CPSAK, CFrA, ACPA, CSFA
Register Negara Akuntan, No, RNA - 11230 {j
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